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BUPATI KEPULAUAN SELAYAR 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR 

NOMOR 4 TAHUN 2023 
 

TENTANG 
 

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  

TAHUN ANGGARAN 2023 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, 
 

Menimbang   :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Sekretaris Desa 

mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa 
berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman 

penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan 
Bupati/Wali Kota setiap tahun; 

  b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa 

secara efektif, efisien, transparan dan tepat sasaran, perlu 
mengatur mengenai Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa Tahun Anggaran 2023; 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023; 

 

Mengingat  :    1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Sulawesi  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten 
Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889); 

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia         
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6321); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60  
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

8. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun        

Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia     
Tahun 2022 Nomor 215);  

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);   

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295); 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 

ANGGARAN 2023. 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut  APBDesa 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa  

yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 
2. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai 

petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan 
dan penetapan APBDesa. 

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan desa. 

 

Pasal 2 
(1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023, meliputi: 

a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah; 

b. prinsip penyusunan APBDesa; 
c. kebijakan Penyusunan APBDesa; 

d. hal-hal khusus lainnya; 
e. teknis penyusunan dan pelaksanaan APBDesa; 

f. pertanggungjawaban keuangan Desa; 
g. pembinaan dan pengawasan APBDesa; 
h. penutup. 

(2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar. 
 

 Ditetapkan di Benteng 

pada tanggal 3 Maret 2023 
 

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, 
 

                      TTD 
 

         MUH. BASLI ALI 
 

 

Diundangkan di Benteng 

pada tanggal 3 Maret 2023 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, 
  
 

    TTD  
 

       MESDIYONO 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023  

NOMOR 752 
 

 

 

 


